
 

  

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR  12.a TAHUN 2023 

TENTANG 

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terukur dalam 

sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan 

bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi 

Pemerintah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, perlu mengatur pelaksanaannya; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BARITO TIMUR. 

Mengingat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang 

Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten 

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  



 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1842);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1569); dan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 

Nomor 50). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja 

yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. 

 
KEDUA : Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: 

1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 

2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 

3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 

5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode  

sebelumnya. 
 

KETIGA : Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penyelenggaraan SAKIP terdiri atas: 

1) perencanaan kinerja; 

2) pengukuran kinerja; 

3) pelaporan kinerja; dan 

4) akuntabilitas kinerja internal 

KEEMPAT : Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun. 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator dan tim 

panel. 



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEMPATBELAS

KELIMABELAS

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas
berdasarkan surat tugas Bupati Barito Timur;

Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas
berdasarkan Keputusan Bupati, dengan susunan tim yang terdiri dari
unsur:
1) lnspektorat Daerah;

2) Bagian Organisasi; dan

3) BAPPEDA
Tim evaluator memiliki tugas:
1) menyusun rencana EvaluasiAKlP Perangkat Daerah;
2) melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah;

3) menyusun Laporan Hasil EvaluasiAKlP Perangkat Daerah; dan
4) menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP kepada Perangkat

Daerah.

Tim panel memiliki tugas menetapkan nilai akhir evaluasi dan
menentukan pemeringkatan nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Format Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran ll, Lampiran lll, dan Lampiran lV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi
hasil EvaluasiAKlP,

Pembinaan penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh Bagian

Organisasi.

Koordinasi penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh
lnspektorat Daerah.

Bentuk pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi
AKIP tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal,20 Maret 2023
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LAMPIRAN I 

K E P U T US A N B UP A T I B ARIT O TI M U R  

N O M O R 1 2 . a  T A H U N 20 23  

T E N T A N G  

P E D O M A N EV AL U A SI AK U N T A BILIT AS 

KI N E RJ A INS T A N SI  P E M E RI N T A H  D A E R A H 

DI LIN G K U N G A N P E M E RI N T A H K A B U P A T E N 

B A RIT O TI M U R  

 

P E D O M A N EV AL U A SI AK U N T A BILIT AS KI N E RJ A INS T A N SI P E M E RI N T A H 

D A E R A H DI LI N G K U N G A N P E M E RI N T A H K A B U P A T E N B A R IT O TI M U R  

B A B I 

P E N D A H UL U A N  

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP  

Pe ng uatan akuntabilitas kinerja m erup akan salah satu strategi ya ng 

dilaksanakan dala m rang ka me m p ercepat pelaksanaan Reform asi Birokrasi,  

untuk me w ujudka n pe m erintahan yang bersih dan akuntabel, pe m erintaha n 

yang kapabel, serta me ning katnya kualitas pelayana n p ublik kepa d a 

m asyarakat. Sesuai dengan Peraturan  Presiden No m or 29 Tahun 20 1 4 

tentang Siste m Ak untabilitas Kinerja Instansi Pe m erintah (S AKIP) 

m er upakan rang kaian siste m atik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosed ur  

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan peng uk ura n, peng u m p ula n 

data, peng klasifikasian, pengikhtisaran, dan pelap oran kinerja pada instansi  

pe m erintah, dala m rang ka pertangg ung ja wa ban dan peningkatan kinerja 

instansi pe m erintah.  

U ntuk m e ngetahui sejauh m a na i m plem e ntasi S AKIP dilaksanakan, 

serta untuk me n dorong pening katan pencapaian kinerja yang tepat sasara n  

dan berorientasi hasil, maka perlu dilak ukan evaluasi AKIP atau evaluasi  

atas im ple m e ntasi SA KI P. Evaluasi AKIP ini diharapka n dapat me n doro ng  

setiap instansi pe m erintah, baik pe m e rintah pusat ma up un pe m erinta h 

daerah untuk berko mit m e n dan secara konsisten  mening katka n 

im ple m e ntasi S AKIP  dala m m e w ujudka n  capaian kinerja (hasil) yang telah  

direnca nakan.  

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilak ukan dengan sebaik-baiknya, 

untuk itu diperlukan suatu pedo m a n evaluasi AKIP yang dapat dijadika n  

pan d ua n bagi para evaluator. Pedo m a n  ini disusun denga n  maksud unt uk  

m e m b erikan petunjuk u m u m dala m rang ka evaluasi AKIP, yang berisi 

tentang metode evaluasi, mekanis m e pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan  



 

 

 

hasil evaluasi. Pada  setiap pen ugasan evaluasi AKIP atas im ple m e ntasi 

S AKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis  

pelaksanaan evaluasi untuk me m e n uhi tujuan evaluasi AKIP ya ng 

ditetapkan sesuai dengan kon disi pada saat pelaksanaan evaluasi.  

B. Kerang ka Logis Evaluasi AKIP  

Evaluasi AKIP dia w ali deng an peru m us an tujuan evaluasi, ke m udia n  

dilanjutkan denga n pene ntuan ruang lingk up evaluasi, perancangan desain  

evaluasi, me nentuk an me kanis m e pelaksanaa n evaluasi, diakhiri deng a n 

pelaporan dan peng o m u nikasian hasil evaluasi. Kerang ka logis evaluasi A KI P 

secara u m u m dapat diga m b arkan sebagai berikut:  

 

 
C. T ujuan Evaluasi AKIP  

Secara u m u m tujuan evaluasi AKIP adalah untuk me ngetahui seja u h  

m a na i m ple m e ntasi S AKIP dilaksanakan, serta untuk me n doro n g 

pening katan pencap aian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,  

sehingga diharapkan dapat me n doro n g setiap instansi pe m erintah, baik 

pe m erintah pusat m a up un pe m erintah daerah untuk berko mit m e n da n 

secara konsisten m e w uj ud kan capaian kinerja (hasil) yang tela h 

direnca nakan melalui im ple m e ntasi S AKIP.  

T ujuan evaluasi AK IP secara khusus dapat ditentukan setiap tah u n 

sesuai dengan kebijakan atas im ple m e n tasi S AKIP yang ditetapkan. Tuj ua n  

dan Sasaran evaluasi sangat bergantun g pada para pihak pengg una hasil 

evaluasi dan kebijakan pi m pinan instansi/unit kerja yang diberi we w e na n g  

untuk melakukan evaluasi, dengan me m p erti m ba ng ka n berbagai kendala  

yang ada. Tujuan khus us dilakukan n ya  evaluasi AKIP setiap  tahun n y a 

adalah mini m al untuk:  

1. M e m p eroleh infor m asi tentang im ple m e ntasi S AKIP;  

2. M e nilai tingkat im ple m e ntasi S AKIP;  

3. M e nilai tingkat akun tabilitas kinerja; 



 

 

 

4. M e m b erikan saran perbaikan untuk pening katan i m ple m e n tasi S AKI P;  

dan  

5. M e m o nitor tindak  lanjut reko m e n d asi hasil evaluasi perio de 

sebelu m n ya.  

D. R ua ng Ling k up Evaluasi AKIP  

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh ti m evaluator Internal yang  dibent uk  

oleh Pe m erintah D aerah kepada seluruh Perang kat Daerah yang telah 

m e n ya m p aika n Laporan Kinerjanya kepada B upati.  Evaluasi AKIP meliputi  

kegiatan evaluasi terhadap i m ple m e ntasi S AKIP m ulai dari perencana a n 

kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja 

jang ka me ne ngah, dan perencanaan kinerja jang ka pendek. Ter m as uk 

penerapan anggaran berbasis kinerja, peng uk uran kinerja, dan m o nitoring  

pengelolaan data kinerja, sa m pai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi 

atas pencapaian kinerja. Dala m penerapannya, ruang lingk up evaluasi AKI P  

m e ncak up antara lain:  

1. Pe nilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang aka n dicapai  

untuk me w ujudka n hasil yang berkesinam b u ng a n;  

2. Pe nilaian peng uk uran kinerja berjenjang  dan berkelanjutan yang telah  

m e njadi keb utuhan  dala m penyesuaian strategi dala m  me ncap ai 

kinerja; 

3. Pe nilaian pelaporan kinerja yang m engga m b arkan kualitas atas 

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya  

perbaikan/ penye m p urnaan nya yang m e m berikan da m p ak besar dala m 

penyesuaian strategi/kebijakan dala m m encapai kinerja berik utnya;  

4. Pe nilaian evaluasi ak untabilitas kinerja internal yang m e m berika n 

kesan nyata (da m pa k) dala m pening katan i m ple m e ntasi S AKIP unt uk  

efektifitas dan efisiensi kinerja; dan  

5. Pe nilaian capaian kinerja atas output m a up un outcome serta kinerja 

lainnya. 

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai deng a n 

keb utuha n penilaian nasional terhadap im ple m e ntasi S AKIP. Pertim ba n g a n  

uta m a dala m m e nen tukan ruang lingk up  evaluasi AKIP adalah ke m u da ha n  

dala m pelaksanaan dan duk ung an  su m ber daya yang tersedia. 

Perti m ba ngan ini m erupakan konsek uensi logis karena adanya keterbatasa n 

su m b er daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.  



 

 

 

B A B II 

P E R A N C A N G A N D ES AI N EV AL U ASI AKIP  

 
 

Infor m asi pertangg ungja wa ban kinerja yang diung kapka n dala m dok u m e n 

laporan kinerja buk anlah merupakan satu -satunya infor m a si yang dig una ka n  

dala m evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu m e njadi perhatian uta m a dala m 

evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubaha n yang  lebih baik dala m  

perencanaan kinerja berda sarkan hasil kinerja sebelu m n y a. Infor m asi terkait  

kinerja lainnya dapat dig unakan dala m  analisis evaluasi AKIP, juga ter m as uk  

berbagai hal yang dapat dihi m p un g una me ng uk ur keberhasilan atau p u n 

ke ungg ulan instansi. Cakupan infor m asi jika dilihat dari kepentinga n piha k- 

pihak pengg una infor masi hasil evaluasi, antara lain: 

1. lnfor m asi untuk me ngetahui tingkat kem ajuan/ perke m b a n gan (progress); 

2. Infor m asi untuk me m b a ntu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan  

3. Infor m asi untuk me ning katkan efisiensi. 

Ke n dala-kendala yang secara u m u m dihadapi oleh evaluator dala m 

m elaksanakan evaluasi AKIP antara  lain se m pitnya w a ktu, terbatasnya  

anggaran, mini m n y a orang/aparatur yang ko m p eten, jauhn ya lokasi, da n 

k urang nya fasilitas pend uk ung pelaksanaan evaluasi. Sesuai deng a n 

perke m b a ngan ja m a n, salah satu cara m uda h me ngatasi hal -hal tersebut adala h 

dengan me m b a ng un siste m aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Na m u n 

de mikian, persiapan  yang matang sebelu m m elaksanakan evaluasi merupa k a n  

salah satu strategi/upaya yang harus dilakuka n untuk  menjaga kualitas 

evaluasi, yaitu dengan m e ny us un desain evaluasi yang opti m al ag ar 

pelaksanaan evaluasi dapat berjalan den gan m aksi m al.  

D esain evaluasi pada intinya me ngidentifikasikan jenis infor m asi ya ng 

perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, perti m ba n g a n  

profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pe m ba n dingan yang akan  

dilakuka n harus disesuaikan dengan jenis penilaian (pen ilaian kelayaka n / 

progress, penilaian  efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing• m asing  

m e m erluka n jenis pe m ba n dingan yang berbeda, sehingga m e m erluka n desain  

evaluasi yang berbeda.  

Ele m e n-ele m e n dalam desain evaluasi yang harus dipertim ba ng ka n secara  

spesifik dala m peng u m p ulan infor m asi, antara lain: 

1. Jenis informasi; 

2. S u m b er infor m asi;  

3. M etode peng u m p ulan infor m asi;  



 

 

 

4. W a kt u dan frek uensi peng u m p ulan inform asi;  

5. Pe m b a n dingan hasil  analisis infor m asi (da m p ak atau hub un gan sebab 

akibat); dan  

6. A nalisis perencanaan.  

Berdasarkan pertim bangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu 

dibentuk setidak nya  me m e n uhi kebutuhan berikut:  

A. S u m b er D aya, Instrum e n, dan Alat Evaluasi AKIP  

Pe ng organisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk m e m p e rsiap k a n 

keb utuha n su m b er daya ma n usia (S D M ) evaluator, perencanaa n evaluasi,  

pelaksanaan evaluasi, dan pengen dalian evaluasi.  

1. Ke b utuha n S D M Ti m  Evaluator dan Ti m Pa nel  

H al terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan S D M  

Inspektorat Daerah yang m e m e n u hi persyaratan sebagai ti m  evaluator 

sesuai deng an standar dan kode etik evaluator, serta ketersediaa n 

S D M tim pa nel dari uns ur Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi da n  

B A P P E D A. Dengan se m akin banyak S D M  yang me m e n uhi stan dar da n  

m e m atuhi kode etik,  akan terbentuk ti m  yang berkualitas yang dapat  

m e njadi pe mic u utam a keberhasilan me w uj udkan hasil evaluasi AKI P  

yang berkualitas. Susunan ti m evaluator  mini m al terdiri atas: 

a. Pe nangg ung Ja w ab;  

b. Pengendali Teknis/Supervisor; 

c. Ketua Ti m; dan  

d. A ngg ota Ti m.  

 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP  

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dala m 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena me m b erikan kerang k a 

kerja (framework) bagi seluruh ting katan ma naje m e n evaluasi dala m  

m elaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat bebera pa  

hal penting yang perlu dipertim ba ng kan dala m perencanaan evaluasi  

A KI P, yaitu:  

a. Identifikasi pengg un a hasil evaluasi:  

b. Pe milihan pertanyaan evaluasi yang penting; 

c. Identifikasi infor m a si yang akan dihasilka n; dan  

d. Identifikasi siste m ko m u nikasi deng an pihak yang terkait. 



 

 

 

 
 

Berdasarkan  perencanaan  evaluasi, evaluasi A KI P  dapat 

dikategorikan kedala m beberapa ting katan evaluasi, yaitu:  

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederha na hanya dengan m e nelaah dok u m e n  

ataup un infor m asi lain yang tersedia atas im ple m e ntasi S AKI P,  

tanpa me ng uji kebenaran atas pe m b uktian di lapangan melalui  

reviu atau wa w a ncara langsung kepada evaluatan.  

Evaluasi ini dapat m eliputi peng ung kapan dan penyajia n 

infor m asi kinerja dala m dok u m e n Lap oran Kinerja, dokum e n 

R e ncana Strategis, dok u m e n Perjanjian Kinerja, deng a n 

m elak uka n telaah m isalnya, keselarasan  antar ko m p o nen dala m  

perencanaan strategis, logika pelaksan aan progra m, dan log ika 

strategi pe m ecaha n m asalah yang direncanakan/dius ulkan, serta  

keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja. 

b. Evaluasi Terbatas  

Evaluasi ini me ngg unakan lang ka h-langka h pada evaluasi 

sederhana, hanya saja dita m ba h deng an berbagai konfirm asi, 

peng ujian, dan penelitian terbatas pada ko m p o ne n akuntabilitas  

kinerja tertentu. M isalnya, evaluasi untuk me ngetahui tin da k 

lanjut atas reko m e n dasi hasil evaluasi AKIP sebelu m n ya ata u 

evaluasi untuk me n getahui akuntabilitas kinerja yang terbatas  

pada penelitian, peng ujian, dan penilaian atas kinerja 

pelaksanaan program tertentu.  

c. Evaluasi Men dala m (in depth evaluation atau diseb ut "Evaluasi" 

saja) 

Evaluasi ini merupa ka n pendala m a n dari evaluasi sederha n a 

dan evaluasi terbatas yang dita m ba h  dengan peng ujian  da n 

pe m b uktian di lapangan, baik dari praktik nyata atas 

im ple m e ntasi S AKIP ma up un ko m binasi dengan hasil wa w a n cara  

m e n dala m. Evaluasi A KI P atau evaluasi atas im ple m e ntasi S AKI P  

secara me n dala m tidak harus dilakuka n terhadap seluru h 

ele m e n, unit, ataup un kebijakan, progra m, dan kegiatan pa da 

instansi pe m erintah/unit kerja. Evaluasi dapat dilakukan den g a n  

peng ujian dan pe m b uktian secara lebih men dala m terhadap uji  

petik (sa m pling) atau pe milihan beberapa ele m e n, unit, atau p u n  

kebijakan, progra m, dan kegiatan.  



 

 

 

 
 

U ntuk m e nja min akuntabilitas perencanaa n evaluasi, maka  

perlu disusun instru m e n berupa Progra m Kerja Evaluasi  da n 

Lang ka h Kerja Evaluasi sebagai m a na tercantu m dala m La m p ira n  

II. 

B. M etode dan Teknik Evaluasi AKIP  

1. Metodologi Evaluasi AKIP 

M etodologi yang dapat dig unakan dalam evaluasi AKIP adala h  

ko m binasi dari m etodologi kualitatif dan kuantitatif deng a n 

m e m p erti m ba ng kan  segi kepraktisan dan keg unaan (ke m a nfaata n) 

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang tela h 

ditetapkan dan me m p erti m ba ng ka n ken dala yang ada. Dala m hal ini,  

evaluator perlu me njelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi  

yang akan dilakuk an, serta kendala yang akan dite m uk an dala m 

evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Lang ka h pra g m atis ini dia m bil 

agar dapat lebih cepat me m b erikan  petunjuk untuk perbaika n 

im ple m e ntasi S AKIP sehingga dapat me ng hasilkan reko m e n dasi hasil  

evaluasi yang me ningkatkan akuntabilitas kinerja. 

2. Tek nik Evaluasi AKIP  

Berbagai teknik evaluasi yang dapat dig unakan secara um u m  

untuk me m e n uhi tujua n evaluasi, antara lain telaah sederha n a, survei  

sederhana, survei yang detail dan me n dala m, verifikasi data, riset 

terapan (applied research). survei target evaluasi (target group). 

pengg unaan m etode statistik pengg unaan m etode  statistik 

non•para m etrik, pem b a n dingan (benchmarking), analisis lintas bagia n 

(cross section analysis), analisis kronologis (time series analysis), 

tab ulasi, penyajian pe ng olaha n data dengan grafik/ ikon / 

si m b ol•si m b ol, dan sebagainya. 

Tek nik evaluasi yang akan dig unakan  oleh evaluator dala m 

evaluasi AKIP akan bergantung pada:  

a. Ke dala m a n evaluatan (instansi pe m erintah) dala m m e m a h a mi 

dan me ngi m ple m e ntasikan S AKIP;  

b. Ting katan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 

per m asalahan yang  dievaluasi. Evaluasi pada ting kat kebijak a n  

berbeda deng an evaluasi pada tingkat pelaksanaan progra m. 

Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan progra m berbeda p ula 

dengan evaluasi terhada p pelaksanaan kegiatan; dan  



 

c. Validitas dan ketersediaan data yang m u ng kin diperoleh.  

 

Be berapa teknik dala m evaluasi yang dapat dig unakan dalam 

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:  

a. Cheklist Peng u m p ulan Data dan Infor m asi 

M er upakan teknik peng u m p ulan data dan infor m asi deng a n 

m e n yerahkan serangkaian daftar keb utuha n data dan inform asi  

yang akan diisi dan dipen uhi oleh instansi pe m erintah/unit kerja  

secara ma n diri. Cheklist kebutuhan data dan infor m asi berisi 

daftar dok u m e n, data, dan/atau inform asi yang dibutuh ka n 

dala m pelaksanaan  evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia 

infor m asi dan data  (respon den) dapat me m e n u hi keb utuha n 

terseb ut.  

b. K o m u nikasi melalui Tanya Ja wa b Sederhana  

M er upakan bentuk peng u m p ulan data dan infor m asi ya ng  

dilakuka n dengan pengajuan pertanyaan secara langsung ke pa d a  

penyedia data dan infor m asi. Ja wa ban yang diteri ma dari 

penyedia data dan infor m asi dicatat secara langsung. Ko m u nik asi  

dapat dilakuka n dengan w a w a ncara secara langsung, ma u p u n 

m elalui me dia telekom u nikasi yang tersedia, seperti telepo n, chat, 

ataup un digital meeting. Dala m hal ini, sebaiknya disiapk a n 

terlebih dahulu jadw al dan catatan me ngenai hal -hal atau m ateri 

yang akan ditanyakan. Hal penting  lainnya yang har us 

dipersiapkan antara  lain sikap, pena m p ilan, dan perilaku ya ng  

m e ng arah untuk dapat bekerja sa m a. 

c. O bservasi  

M er upakan teknik peng u m p ulan data dan infor m asi deng a n  

m elak uka n penga m atan terhadap suatu aktivitas. Observasi di 

sini di m aksudka n dala m pengertian se m pit, yaitu observasi 

dengan m e ngg unak an alat indera seperti me ng unjungi lokasi 

dala m rang ka m e ng a m ati proses dan jalannya aktivitas.  

d. Studi Dok u m e ntasi  

M er upakan teknik m e ng u m p ulan data dan infor m asi yang  

tidak secara langsung ditujuka n kepada atau diperoleh  dari 

instansi pe m erintah/ unit kerja yang  dievaluasi, melaink a n 

m elalui su m ber literasi lain seperti peraturan perunda ng an d a n  

m e dia infor m asi baik cetak ma up un elektronik/digital.  



 

 

 

B A B III 

M E K A NIS M E EV AL U ASI AKIP  

M e ka nis m e evaluasi AKIP dapat dikelom p o kan dala m beb erapa tahapa n,  

antara lain pendok u m e ntasian, analisis, dan interpretasi data dan infor m asi 

yang diperlukan dala m evaluasi AKIP, pe m ba hasan dan pen yusuna n rancan g a n  

Laporan Hasil Evaluasi (L H E), reviu rancangan L H E AKIP, serta pe ngen dalia n 

evaluasi AKIP, seperti ga m bar berikut: 

 

 
1. Pe ndo k u m e ntasian, A nalisis, dan Interpretasi Data  

Aktivitas uta m a dalam pelaksanaan evaluasi adalah peng u m p ula n da n  

analisis data serta m e nginterpretasikan hasilnya melalui Le m b ar Kerja 

Evaluasi (L K E). Hal ini sesuai deng an tujuan evaluasi yaitu unt uk 

m e m b erikan keyakinan ba h w a i m ple m e ntasi S AKIP yang telah dilakuk a n  

oleh instansi pe m e rintah/unit kerja telah me m a dai, kem u dian dap at 

diberikan saran atau reko m e n dasi g una  mening katkan AKIP. 

2. Pe m b a hasa n dan Peny us unan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (L H E)  

 

Sebelu m rancangan  LH E disusun, dilak ukan pe m b a hasan  oleh ti m 

evaluator, tim panel dan penangg ung jaw a b atas infor m asi hasil evaluasi  

yang diperoleh ti m evaluator dan tim panel. Rancangan L H E harus disus u n 

oleh ketua tim evaluator dan setidaknya m e m uat: 

a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi;  

b. K o n disi; dan  

c. R eko m e n dasi.  

M es kipun sebelu m  penyusuna n rancangan L H E telah diada ka n 

perte m ua n pe m b a h asan di internal tim evaluator, dala m  penerapan n y a 

perlu dilakukan pem b a hasan ranca ng an L H E bersa m a -sam a denga n ti m 

yang lain. 



 

3. R eviu Rancangan L H E AKIP  

 

L H E disusun berdasarkan prinsip kehati -hatian dan me ng un gkap k a n 

hal-hal penting  bagi perbaikan m a naje m e n kinerja instansi 

pe m erintah/unit kerja yang dievaluasi. Per m asalahan  atau te m u a n 

se m e ntara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaika n nya har us  

dapat diung kap kan  secara jelas dan diko m u nikasikan kepada piha k 

instansi pe m erintah/ unit kerja yang  dievaluasi untuk  men dapat ka n 

ko nfir m asi ataup un  tanggapa n bahkan perbaikan secuk up n ya. Pen ulisa n  

L H E harus me ngikuti kaidah-kaidah u m u m pen ulisan laporan yang baik,  

antara lain pengg unaa n kalim at yang jelas dan bersifat persuasif unt uk  

perbaikan, tidak m e ng g unakan ung kapa n yang a m big u sehing g a 

m e m bing ung ka n dala m proses penyi m p ulan dan ko m pilasi data. Evaluator  

harus berhati-hati  dala m m e nginterpretasikan data hasil evaluasi, 

m e n yi m p ulkan, dan m e n ua ng kan nya dala m L H E. 

Setelah rancangan L H E disusun oleh ketua ti m  evaluator, dilakuk a n 

reviu draft LH E secara berjenjang oleh pengen dali teknis/supervisor unt uk  

m e m astikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas L H E, sebelu m  

ak hirnya L H E ditandatangani oleh penangg ung ja wa b evaluasi. 

a. Finalisasi LH E AKIP  

 

Pe ny us unan L H E m er upakan tahap ak hir dala m pelaksana a n 

evaluasi. Finalisasi L H E ditandai deng an penan datangana n  LH E ole h  

pena ngg ung ja wa b hasil evaluasi AKIP, yang dilakuka n setelah ada n y a  

reviu berjenjang. 

b. Pe nya m p aian dan Peng o m u nikasian L H E AKIP  

 
Pe nya m p aian L H E sebaiknya dilakukan secara langsung deng a n  

m e ng o m u nikasikan hal-hal yang penting  dan me n desak sebagai hasil  

evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penya m p aian da n 

peng o m u nikasian LH E secara langsung juga dapat me m otret respo n,  

tindaka n, dan antusias m e dari para penga m bil kep utusan pa da 

instansi pe m erintah/unit kerja sebagai pengg una hasil evaluasi dala m  

m e m p erbaiki/ m e ning katkan im ple m e ntasi S AKIP dan m e n d oro ng 

pening katan pencap aian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi  

hasil me w ujudka n capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.  



 

4. Pe ng endalian Evaluasi AKIP  

 

Pe ng endalian evaluasi AKIP di m aksudkan untuk me njaga ag ar 

evaluasi berjalan sesuai dengan renca n a untuk me ncapai tujuan evaluasi.  

Aktivitas ini perlu dilakuka n agar proses evaluasi tetap terarah pa d a 

kesi m p ulan yang berm a nfaat, sesuai deng an target, tepat waktu, serta tepat 

biaya.  

Pe ng endalian evaluasi AKIP yang dapat dilakuka n antara lain:  

 
a. M elakuka n pe m ba h asan berkala internal tim evaluator;  

b. M elakuka n pe m ba hasan berkala antara sesa m a ti m evaluator;  

c. M elakuka n pe m ba hasan dengan pihak lain yang terlibat ata u 

berpengala m a n lebih dala m evaluasi (tenaga ahli); dan  

d. M elakuka n pe m ba h asan dala m bentuk  foru m panel antara angg ota 

ti m panel untuk me netapkan nilai akhir  evaluasi.  

Pe m b a hasa n antar evaluator yaitu ti m evaluator (angg ota tim, ket ua  

ti m, peng en dali teknis/supervisor, dan/atau penangg ung ja wa b evaluasi)  

dan Ti m Panel perlu dilakukan untuk m enjaga m utu hasil evaluasi, antara  

lain dengan cara sebagai berikut: 

a. Evaluasi ting kat 1 dilakukan di masing -m asing internal ti m evaluator;  

dan  

b. Evaluasi ting kat 2 dilakukan dala m  bentuk foru m panel ya ng 

dilakuka n oleh ti m panel, untuk me netapkan nilai akhir evaluasi da n  

m e ne ntukan pe m ering katan nilai evaluasi AKIP Perang kat Daerah.  

H al-hal yang berkaitan dengan pe m bentukan tim, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengen dalian evaluasi, seperti me kanism e penerbita n 

surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap m e ngikuti 

kebijakan-kebijaka n  yang berlaku.  



 

 

 

B A B IV 

P EL A KS A N A A N EV A L U ASI AKIP  

 
Berdasarkan pada  kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKI P, 

pelaksanaan evaluasi AKIP dilakuka n m elalui dua tahapan yaitu yang perta m a  

adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa diseb ut dengan Pra Evaluasi  

dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti diga m barkan sebagai berikut:  

 

 

A. Pra Evaluasi AKIP  

1. T ujuan dan Ma nfaat Pra Evaluasi 

Pra Evaluasi AKIP bertujua n untuk me m p eroleh ga m baran  awal  

secara u m u m tentang intansi pe m erintah/ unit kerja yang aka n 

dievaluasi. Sedang kan ma nfaat pra evaluasi, antara lain:  

a. M e m b erikan ga m b aran pe m a ha m a n dasar me nge nai kinerja 

uta m a atau peran dasar instansi pe m erintah/unit kerja  ya n g 

akan dievaluasi;  

b. M e m b erikan inform asi tentang fok us  prioritas yang me nja di 

perhatian dala m evaluasi; dan  

c. Ag ar dapat meren canakan dan me n gorganisasikan evaluasi 

secara berk ualitas dan sesuai tujuan.  

2. Lang ka h kerja  

a. Perang kat Daerah m e m b uat per m o ho nan evaluasi kepada APIP;  

b. A PIP me minta dokum e n yang dibutuhka n dala m rang ka evaluasi, 

yang terdiri dari: 

1) Peraturan perun dan gan yang me n dasari;  

2) M a n dat; 

3) T ug as, fungsi, dan ke we na ngan;  

4) Struktur organisasi;  

5) H ub ung an/koordinasi deng an organisasi lain; 

6) Per m asalaha n dan isu strategis;  

7) Kinerja uta m a (sasaran strategis dan indikator kinerja);  

8) Aktivitas uta m a; 

9) S u m b er pe m biayaan ; 

10) Ca paian kinerja beserta deng an analisis capaian kinerja;  



 

 

 

11) Siste m infor m asi kinerja yang dig unakan ; dan  

12) Hasil Evaluasi AKIP Ta hun sebelu m n ya.  

c. Inspektur Daerah menugaskan tim evaluator melalui surat tugas; 

d. Inspektur Daerah m e n yiapka n konsep S K ti m panel kepada 

B upati; dan  

e. D ala m pelaksanaan  tugasnya, Inspektur Daerah dibantu  ole h 

para Inspektur Pe m bantu yang ada dibaw a hn ya.  

D ala m tahapa n pra evaluasi, evaluator he n daknya tidak terjeba k  

pada peng u m p ulan data yang terlalu me n detail, karena pada dasar n ya  

pra evaluasi dititikberatkan untuk me m a ha mi  instansi 

pe m erintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara u m u m ya ng 

hasilnya akan dig unakan sebagai data  a wal dala m m erencanak a n 

evaluasi.  

3. Tek nik Peng u m p ulan Data dan Infor m asi Pra Evaluasi 

Pe ng u m p ulan data  dan infor m asi pra evaluasi AKIP da pat 

dilakuka n deng an beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist 

peng u m p ulan data dan infor m asi, ko m unikasi melalui tanya ja w a b 

sederhana kepada penyedia data dan infor m asi, observasi data da n  

infor m asi, atau studi doku m e ntasi melalui su m b er literasi lain seperti  

peraturan perunda ngan dan m edia infor m asi baik cetak  ma up u n 

elektronik/digital. Peng u m p ulan data dan infor m asi pra evaluasi A KI P  

juga dapat dilakukan dengan melak ukan  ko m binasi diantara bebera pa  

cara terseb ut.  

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP  

 

1. Pe netapan Variabel dan Bobot Penilaian  

 
Evaluasi AKIP difok uskan pada kriteria-kriteria yang tela h 

ditetapkan dengan tetap me m p er hatikan hasil  evaluasi AKIP ta h u n 

sebelu m n ya. Data dan infor m asi yang dig unakan dala m  evaluasi 

m er upakan data dan infor m asi terakhir yang dig unakan dala m 

im ple m e ntasi S AKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu 

diung kap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:  

a. K ualitas perenca naan kinerja yang selaras yang akan dicapai 

untuk me w ujudka n hasil yang berkesinam b u ng a n;  

b. Pe ng uk ura n kinerja  berjenjang dan berkelanjutan yang tela h 

m e njadi keb utuhan dala m pe nyesuaian strategi dala m m e ncapai  

kinerja; 



 

 

 

 

c. Pelaporan kinerja yang me ngga m barka n k ualitas atas pencap aia n 

kinerja, baik keberhasilan/kegagalan  kinerja serta upaya 

perbaikan/penye m p urnaan nya yang me m b erikan da m pak  besar 

dala m penyesuaian strategi/kebijakan dala m m e ncapai kinerja  

berikutnya;  

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang me m b erikan kesa n  

nyata (da m p ak) dala m pening katan i m ple m e ntasi S AKIP unt uk  

efektifitas dan efisiensi kinerja; dan  

e. Pe nilaian capaian kinerja atas output m a up un outcome serta 

kinerja lainnya.  

Evaluasi AKIP harus  dapat me m b erikan si m p ulan hasil penilaia n  

beberapa variabel,  antara lain kriteria-kriteria yang ada dala m 

penerapan ko m p o n en-ko m p o ne n m a naje m e n kinerja yang  melip uti 

perencanaan kinerja, peng uk uran kinerja, pelaporan kinerja, da n 

evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi  

pe m erintah/unit kerja me ngi m ple m e ntasikan S AKIP. Ko m p o ne n- 

ko m p o ne n terseb ut ke m udian dituan gkan dala m Le m b ar Kerja 

Evaluasi (LK E), sesuai deng an kriteria  masing- m asing kom p o ne n. 

Variabel-variabel terseb ut, yaitu:  

a. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Peng uk uran Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Ak untabilitas Kinerja Internal. 

b. S ub-ko m p o ne n  

Dibagi deng an gradasi Keberadaan, Kualitas, da n 

Pe m a nfaatan pada setiap ko m p o ne n.  

c. Kriteria 

M er upakan ga m baran kon disi yang perlu dicapai di setiap  

sub- ko m p o ne n un tuk dapat dinilai apakah kon disi terseb ut 

sudah atau belu m dicapai dan dapat diga m barkan atau tidak.  



 

 

 

L K E m e nyajikan kom p o ne n, sub-ko m p onen, serta dileng kapi deng a n  

kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 

 
Berdasar data dan  infor m asi yang diku m p ulkan, LK E ke m udia n 

dianalisis, dan dig unakan sebagai bahan dasar dala m m e n yusun Lapora n 

H asil Evaluasi (L H E ). Variabel dala m LK E AKIP dapat dipetakan sebagai  

berikut:  

 
 

Komponen Sub Komponen Kriteria 

1. Perencanaan 

Kinerja 

1. Dokumen Perencanaan 

kinerja telah tersedia 

1. Terdapat pedoman teknis 

perencanaan kinerja. 

2. Terdapat dokumen 

perencanaan kinerja jangka 

panjang. 

3. Terdapat dokumen 

perencanaan kinerja jangka 

menengah. 

4. Terdapat dokumen 

perencanaan kinerja jangka 

pendek. 

5. Terdapat dokumen 

perencanaan aktivitas yang 

mendukung kinerja. 

6. Terdapat dokumen 

perencanaan anggaran yang 

mendukung kinerja. 

7. Setiap unit satuan kerja 

merumuskan dan menetapkan 

Perencanaan Kinerja 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

 2.  Dokumen 

Perencanaan 

kinerjatelah memenuhi 

standar  yang baik, 

yaitu untuk mencapai 

hasil dengan ukuran 

kinerja yang SMART, 

menggunakan 

penyelarasan 

(cascading) disetiap 

level secara logis, serta 

memperhatikan 

kinerja bidang  lain 

(Crosscutting) 

1. Dokumen Perencanaan Kinerja 

telah diformalkan. 

2. Dokumen Perencanaan Kinerja 

telah dipublikasikan tepat 

waktu. 

3. Dokumen Perencanaan Kinerja 

telah menggambarkan 

Kebutuhan atas Kinerja 

sebenarnya yang perlu 

dicapai. 

4. Kualitas Rumusan Hasil 

(Tujuan/ Sasaran) telah jelas 

menggambarkan kondisi 

kinerja yang akan dicapai. 

5. Ukuran Keberhasilan 

(Indikator Kinerja) telah 

memenuhi kriteria SMART. 

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

telah menggambarkan kondisi 

Kinerja Utama yang harus 

dicapai, tertuang secara 

berkelanjutan (sustainable - 

tidak sering diganti dalam 1 

periode Perencanaan 

Strategis). 

7. Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja dapat 

dicapai (achievable), 

menantang, dan realistis. 

8. Setiap Dokumen Perencanaan 

Kinerja menggambarkan 

hubungan  yang 

berkesinambungan, serta 

selaras antara Kondisi/ Hasil 

yang akan dicapai di setiap 

level jabatan (Cascading). 

9. Perencanaan   kinerja    dapat 

memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, strategi, 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

  kebijakan, bahkan aktivitas 

antar bidang/dengan tugas 

dan fungsi lain yang berkaitan 

(Crosscutting). 

10. Setiap  pegawai  merumuskan 

dan menetapkan Perencanaan 

Kinerja. 

 3. Perencanaan Kinerja 

telah dimanfaatkan 

untuk mewujudkan 

hasil yang 

berkesinambungan 

1. Anggaran yang ditetapkan 

telah mengacu pada Kinerja 

yang ingin dicapai. 

2. Aktivitas yang dilaksanakan 

telah mendukung Kinerja yang 

ingin dicapai. 

3. Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja telah 

dicapai dengan baik, atau 

setidaknya masih on the right 

track. 

4. Rencana aksi kinerja dapat 

berjalan dinamis karena 

capaian kinerja selalu 

dipantau secara berkala. 

5. Terdapat perbaikan/ 

penyempurnaan  Dokumen 

Perencanaan Kinerja yang 

ditetapkan dari hasil analisis 

kinerja sebelumnya. 

6. Terdapat perbaikan/ 

penyempurnaan  Dokumen 

Perencanaan Kinerja dalam 

mewujudkan kondisi/ hasil 

yang lebih baik. 

7. Setiap unit/satuan kerja 

memahami dan peduli, serta 

berkomitmen dalam mencapai 

kinerja yang telah 

direncanakan. 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

  8. Setiap Pegawai memahami dan 

peduli, serta berkomitmen 

dalam mencapai kinerja yang 

telah direncanakan. 

2. Pengukuran 

Kinerja 

1. Pengukuran Kinerja 

telah dilakukan 

1. Terdapat pedoman teknis 

pengukuran kinerja dan 

pengumpulan data kinerja. 

2. Terdapat Definisi Operasional 

yang jelas atas kinerja dan cara 

mengukur indikator kinerja. 

3. Terdapat mekanisme yang 

jelas terhadap pengumpulan 

data kinerja  yang dapat 

diandalkan. 

 2. Pengukuran Kinerja 

telah menjadi 

kebutuhan  dalam 

mewujudkan Kinerja 

secara Efektif dan 

Efisien dan telah 

dilakukan secara 

berjenjang dan 

berkelanjutan 

1. Pimpinan selalu terlibat 

sebagai pengambil keputusan 

(Decision Maker) dalam 

mengukur capaian kinerja. 

2. Data kinerja yang 

dikumpulkan telah relevan 

untuk mengukur capaian 

kinerja yang diharapkan. 

3. Data kinerja yang 

dikumpulkan telah 

mendukung capaian kinerja 

yang diharapkan. 

4. Pengukuran kinerja telah 

dilakukan secara berkala. 

5. Setiap level organisasi 

melakukan pemantauan atas 

pengukuran capaian kinerja 

unit dibawahnya secara 

berjenjang. 

6. Pengumpulan data kinerja 

telah memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 

7. Pengukuran capaian kinerja 

telah memanfaatkan Teknologi 

Informasi (Aplikasi). 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

 3. Pengukuran Kinerja 

telah dijadikan dasar 

dalam pemberian 

Reward dan 

Punishment,  serta 

penyesuaian strategi 

dalam mencapai 

kinerja yang efektif 

dan efisien 

1. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi dasar  dalam 

penyesuaian  (pemberian 

/pengurangan) tunjangan 

kinerja/penghasilan. 

2. Pengukuran Kinerja telah 

menjadi dasar dalam 

penempatan / penghapusan 

Jabatan baik struktural 

maupun fungsional. 

3. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

(Refocusing) Organisasi. 

4. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Strategi dalam mencapai 

kinerja. 

5. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Kebijakan dalam mencapai 

kinerja. 

6. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Aktivitas dalam mencapai 

kinerja. 

7. Pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian 

Anggaran dalam mencapai 

kinerja. 

8. Terdapat efisiensi atas 

penggunaan anggaran dalam 

mencapai kinerja. 

9. Setiap unit/satuan kerja 

memahami dan peduli atas 

hasil pengukuran kinerja. 

10. Setiap pegawai memahami dan 

peduli atas hasil pengukuran 

kinerja. 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

3. Pelaporan 

Kinerja 

1.  Terdapat Dokumen 

Laporan  yang 

menggambarkan 

Kinerja 

1. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disusun. 

2. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disusun secara berkala. 

3. Dokumen Laporan Kinerja telah 

diformalkan. 

4. Dokumen Laporan Kinerja telah 

direviu. 

5. Dokumen Laporan Kinerja telah 

dipublikasikan. 

6. Dokumen Laporan Kinerja telah 

disampaikan tepat waktu. 

 2.  Dokumen Laporan 

Kinerja    telah 

memenuhi Standar 

menggambarkan 

Kualitas     atas 

Pencapaian  Kinerja, 

informasi 

keberhasilan/ 

kegagalan   kinerja 

serta upaya 

perbaikan/ 

penyempurnaannya 

1. Dokumen Laporan Kinerja 

disusun secara berkualitas 

sesuai dengan standar. 

2. Dokumen Laporan Kinerja telah 

mengungkap seluruh informasi 

tentang pencapaian kinerja. 

3. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 

tahunan. 

4. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 

jangka menengah. 

5. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan realisasi 

kinerja  tahun-tahun 

sebelumnya. 

6. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan  perbandingan 

realisasi kinerja dengan realiasi 

kinerja di  level 

nasional/internasional 

(Benchmark Kinerja). 

7. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan kualitas atas 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

  capaian kinerja beserta upaya 

nyata dan/atau hambatannya. 

8. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan efisiensi atas 

penggunaan sumber daya dalam 

mencapai kinerja. 

9. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan upaya perbaikan 

dan penyempurnaan kinerja ke 

depan (Rekomendasi perbaikan 

kinerja). 

 3.  Pelaporan  Kinerja 

telah memberikan 

dampak   yang  besar 

dalam penyesuaian 

strategi/kebijakan 

dalam  mencapai 

kinerja berikutnya 

1. Informasi dalam laporan 

kinerja selalu menjadi 

perhatian utama pimpinan 

(Bertanggung Jawab). 

2. Penyajian informasi dalam 

laporan kinerja menjadi 

kepedulian seluruh pegawai. 

3. Informasi dalam laporan 

kinerja berkala telah digunakan 

dalam penyesuaian aktivitas 

untuk mencapai kinerja. 

4. Informasi dalam laporan 

kinerja berkala telah digunakan 

dalam   penyesuaian 

penggunaan  anggaran  untuk 

mencapai kinerja. 

5. Informasi dalam laporan 

kinerja telah digunakan dalam 

evaluasi pencapaian 

keberhasilan kinerja. 

6. Informasi dalam laporan 

kinerja telah digunakan dalam 

penyesuaian perencanaan 

kinerja yang akan dihadapi 

berikutnya. 

7. Informasi dalam laporan 

kinerja selalu mempengaruhi 

perubahan    budaya     kinerja 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

  organisasi. 

4. Evaluasi 

Akuntabilit 

as Kinerja 

Internal 

1. Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal telah 

dilaksanakan 

1. Terdapat pedoman teknis 

Evaluasi AKIP Internal. 

2. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/ perangkat daerah. 

3. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan secara 

berjenjang. 

 2. Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Internal telah 

dilaksanakan secara 

berkualitas dengan 

Sumber Daya yang 

memadai 

1. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan sesuai standar. 

2. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan oleh SDM yang 

memadai. 

3. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan dengan 

pendalaman yang memadai. 

4. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan pada seluruh unit 

kerja/perangkat daerah. 

5. Evaluasi AKIP Internal telah 

dilaksanakan menggunakan 

Teknologi Informasi (Aplikasi). 

 3. Implementasi SAKIP 

telah meningkat 

karena   evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Internal  sehingga 

memberikan kesan 

yang nyata (dampak) 

dalam efektifitas dan 

efisiensi Kinerja 

1. Seluruh rekomendasi  atas 

hasil evaluasi AKIP internal 

telah ditindaklanjuti. 

2. Telah terjadi peningkatan 

implementasi SAKIP dengan 

melaksanakan tindak lanjut 

atas rekomendasi hasil evaluasi 

AKIP internal. 

3. Hasil Evaluasi AKIP Internal 

telah dimanfaatkan untuk 

perbaikan dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

4. Hasil dari Evaluasi AKIP 

Internal telah dimanfaatkan 

dalam mendukung efektifitas 

dan efisiensi kinerja. 



 

 

 
Komponen Sub Komponen Kriteria 

  5. Telah terjadi perbaikan dan 

peningkatan kinerja dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi 

AKIP internal. 

 

2. Evaluator AKIP 

 
Pelaksana evaluasi A KI P Pe m erintah Kab upaten B A RIT O T I M U R 

adalah ti m evaluator pada Inspektorat  Daerah Kab upaten  BARI T O 

TI M U R yang ditugaskan berdasarkan surat tugas Inspektur Daera h 

dan ti m panel Pe m e rintah Kab upaten BA RI T O TI M U R yang  ditunj uk 

berdasarkan Kep utusan B upati. Tim  evaluator AKIP setidakny a 

terdiri dari penang g ung ja wa b, peng en dali teknis/supervisor, ketua 

ti m, dan angg ota ti m yang akan me m b agi tugas melaksanaka n 

evaluasi AKIP dengan me ngisi LK E dan me ny us un L H E, serta 

m e n ya m p aika n nya kepada pihak yang  dievaluasi (evaluatan). Ti m 

panel terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, da n 

B A P P E D A yang akan m elaksanakan evaluasi ting kat 2 dalam bent uk 

foru m panel untuk m enetapkan nilai akhir evaluasi.  

Setiap kriteria yang dinilai pada L K E ini me m b utu h k a n 

“Professional Judgements” dari evaluator karena terkait deng a n 

penilaian kualitatif. L K E disusun dengan  maks ud sebagai kertas kerja  

evaluator dala m m elakukan peng u m p ulan, penilaian, analisis, serta  

penyi m p ulan data dan infor m asi.  

3. Evaluatan AKIP  

Evaluatan AKIP Pe m erintah Daerah meliputi Pe m erinta h 

K ab upaten sebagai “Pusat” deng an unit/satuan kerja, yaitu jajara n 

yang ada di ba w a hn ya. Unit/satuan kerja yang diuji petik (sampling) 

untuk dievaluasi disesuaikan dengan keb utuha n mini m u m  dala m 

pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:  

- Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja 

karena fok us perbaika n adalah pada level “Pusat”;  

- Target predikat  CC  perlu  sampling  unit  kerja  yang  ada  pada  

“Klaster  Uta m a”  dengan ju mlah sampling mini m al 3 unit kerja; 

- Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada  

“Klaster Uta m a”  dengan ju mlah sampling mini m al 3 unit kerja, 



 

 

 

juga perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster  Pend uk un g ”  

dengan ju mlah sampling mini m al 3 unit kerja, dan rata-rata 

sa m pling unit kerja pada “Klaster Uta m a” harus  mini mal “Baik”  

(Rata-rata B); 

- Target predikat B B selain perlu sampling unit kerja yang ada pa da 

“Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling 

m asing- m asing minim al 3 unit kerja, juga perlu sampling unit 

kerja yang ada pada “Klaster Ta m ba ha n” dengan ju mlah sampling 

m ini m al 3 unit kerja, dan nilai rata -rata sa m pling unit kerja pad a  

“Klaster  Uta m a”  harus mini m al “Sangat  Baik”  (Rata-rata B B); 

- Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada selur u h 

klaster unit kerja, dengan ju mlah sampling masing- m asing 

m ini m al 3 unit kerja, nilai rata-rata sam pling unit kerja pa da 

“Klaster Uta m a” harus mini m al “ Me m ua skan” (Rata -rata A) d a n 

nilai rata-rata sa m pling unit kerja pada “Klaster  Pend uk ung ”  

harus mini m al “Sangat Baik”  (Rata-rata B B); dan  

- Target predikat A A selain perlu sampling unit kerja yang ada pa da 

seluruh klaster unit kerja, denga n jum la h sampling masing- 

m asing mini m al 3 unit kerja, nilai rata -rata sa m pling unit kerja  

pada seluruh klaster harus mini m al “ Me m uaskan”  (Rata-rata  A). 

Berikut daftar klaster untuk sa m pling unit kerja dala m evaluasi  

A KI P pada Pe m erintah Daerah: 

Utama Pendukung Tambahan 

1 2 3 

1. Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

2. Pengawasan Internal 

3. Pendidikan 

4. Kesehatan 

5. Pekerjaan umum dan 

penataan ruang 

6. Perumahan rakyat 

dan kawasan 

permukiman 

1. Tenaga Kerja 

2. Pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

3. Pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana 

4. Pangan 

5. Pertanahan 

6. Lingkungan hidup 

7. Administrasi 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

8. Pemberdayaan 

masyarakat dan desa 

1. Komunikasi dan 

informatika 

2. Statistik 

3. Persandian 

4. Kearsipan 

5. Kesekretariatan 

6. Kepegawaian 

7. Keuangan 

8. Aset (Barang Milik 

Negara/Daerah) 

9. Rumah sakit 

10. Pendidikan dan 

pelatihan 

11. kecamatan 



 

 

 
1 2 3 

7. Ketentraman, 

ketertiban, dan 

perlindungan 

masyarakat 

8. Sosial 

9. Pertanian (Pilihan) 

10. Kelautan dan 

Perikanan (Pilihan) 

11. Perindustrian 

(Pilihan) 

12. Pariwisata (Pilihan) 

13. Perdagangan 

9. Perhubungan 

10. Koperasi, usaha kecil 

dan menengah 

11. Penanaman Modal 

12. Kepemudaan dan olah 

raga 

13. Perpustakaan 

14. Kebudayaan 

15. Kehutanan 

16. Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

17. Transmigrasi 

 

 

 

4. Pe ngisian L K E AKIP  

 

Pe nilaian dilakukan  pada sub-ko m p o n en evaluasi AKIP, d a n 

setiap sub-ko m p o n en dinilai berdasarka n pe m e n uha n kualitas dari  

kriteria. Sub-ko m p onen akan dinilai dengan pilihan  ja wa b a n 

A A/ A/ B B / B/ C C/ C/ D / E, jika kon disi atau ga m baran kriteria sesuai 

dengan gradasi nilai sebagai berikut:  

 

AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpen uhi 

(100 % ) dan terdapat upaya inovatif serta layak  

m e njadi perco nto han secara nasional.  

A (Bobot nilai 90) Jika kualitas  seluruh kriteria telah terpen uhi  

(100 % ) dan terdapat beberapa upaya yan g bisa 

dihargai dari pe m e n uha n kriteria tersebut.  

B B (Bo bot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpen uhi  

 
(100 % ) sesuai deng an ma n dat kebijakan . 

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas  sebagian 

terpenuhi (>75%-100%) 

besar  kriteria telah  

CC (Bobot nilai 60)  Jika kualitas  sebagian 

terpenuhi (>50%-75%). 

besar  kriteria telah  

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian 

terpenuhi (>25%-50%). 

kecil  kriteria telah  

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria  penilaian  akuntabilitas  kinerja  

telah mulai dipenuhi (>0%-25%). 



 

 

 

E (Bobot nilai 0) Jika  sa m a  sekali tidak  ada  upaya  dala m 

pe m e n uha n   kriteria  penilaian   ak untabilitas  

Kinerja  

 

Setiap sub-ko m p o n en kriteria yang telah diberikan nilai dala m  

pe m e n uha n kriteria harus dileng kapi dengan catatan ber u p a 

keterangan beserta  bukti daftar dok um e n yang me n d uk ung da n 

relevan. Nilai pada sub -ko m p o ne n yang telah terisi akan terak u m ulasi  

sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap ko m p o n en.  

5. Pe nyi m p ulan Data dan Infor m asi setelah  Pengisian LK E  

 
Nilai hasil akhir dari penju mlaha n ko m p o ne n-ko m p o n e n 

m e m b erikan ga m ba ran ting kat AKIP, dengan kategori predikat sebag ai 

berikut:  

 

Predikat Interpretasi 

AA (Nilai > 90 –100) Sangat Me m uaskan  

Telah ter w ujud Good Governance. Seluruh kinerja 

dikelola dengan sangat me m uaskan di selur u h 

unit kerja. Telah terbentuk pe m erintah ya ng 

dina mis, adaptif,  dan efisien (Reform). 

Pe ng uk ura n kinerja  telah dilakukan sam p ai ke 

level individ u.  

A (Nilai > 80 – 90) M e m uaskan  

Terdapat  ga m baran  ba h w a  instansi 

pe m erintah/unit kerja dapat m e mi m pin 

peruba han dala m m e w uj ud kan pe m e rintaha n 

berorientasi hasil, karena peng uk ura n  kinerja 

telah dilakukan sa m pai ke level eselon  

4/Penga was/ Subkoordinator.  

BB (Nilai > 70 – 80) Sangat Baik 

Terdapat ga m baran ba h w a AKIP sangat baik pa da 

2/3 unit kerja, baik itu unit kerja uta m a, m a up u n 

unit kerja pend uk un g. Ak untabilitas yang sangat  

baik ditandai dengan m ulai ter w ujud ny a efisiensi  

pengg unaan anggaran dala m m e ncapai kinerja, 

m e miliki siste m m a naje m e n kinerja yang andal  

dan     berbasis     tekn ologi     infor m asi,     serta  



 

 

 
Predikat Interpretasi 

 peng uk uran  kinerja  telah  dilakukan  sam p ai  ke  

level eselon 3/koordinator. 

B (Nilai > 60 – 70) Baik 

Terdapat ga m baran ba h w a AKIP sudah baik pa da  

1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja uta m a.  

Terlihat masih perlu ada nya sedikit perbaika n 

pada unit kerja, serta ko mit m e n  dala m 

m a naje m e n kinerja. Peng uk uran kinerja bar u 

dilaksanakan sa m pa i dengan level eselon 2/unit  

kerja. 

CC (Nilai > 50 – 60) Cuk up (Me m a dai)  

Terdapat ga m b aran  bah w a AKIP cukup baik. 

N a m u n de mikian, m asih perlu banyak perbaika n  

w alaup un tidak me n dasar khus usnya  

ak untabilitas kinerja  pada unit kerja. 

C (Nilai > 30 – 50) K urang  

Siste m dan tatanan  dala m AKIP kurang dapat 

diandalkan. Belu m  terim ple m e ntasi  siste m 

m a naje m e n kinerja sehingga masih perlu banyak  

perbaikan m e ndasar  di level pusat. 

D (Nilai > 0 – 30) Sangat K urang  

Siste m da n tatana n dala m AKIP sa m a sekali tidak  

dapat diandalkan. Sa m a sekali belu m  terdapat 

penerapan ma najem e n kinerja sehing ga masih 

perlu banyak perbaikan/perubaha n ya n g 

sifatnya sangat me n dasar, khus usnya dala m  

im ple m e ntasi S AKIP.  



 

 

 

B A B V  

PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN 

H ASIL EV AL U ASI AK IP 

 

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP har us  

m e ng hasilkan Le m b ar Kerja Evaluasi (LK E) dan Laporan Hasil Evaluasi (LH E).  

L H E AKIP disusun berdasarkan berbag ai hasil peng u m p ulan data dan fakta 

serta analisis yang telah didok u m e ntasikan dala m L K E. LK E terseb ut berisi fakta 

dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk peru m usan te m ua n 

per m asalahan serta saran dan reko m e n dasi perbaikan pening katan AKIP. D ata  

dan deskripsi fakta ini ditulis ke m u dian dianalisis (pe milahan, pe m b a nding a n,  

peng uk uran, dan peny us unan arg u m e ntasi) sa m pai pada sim p ulan n ya dala m 

L H E. Pada instansi pe m erintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, 

pelaporan hasil evaluasi diharapkan m enyajikan infor m asi tindak lanjut dari  

reko m e n dasi tahun sebelu m n ya, sehingga diperoleh data yang dap at 

diperba nding kan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang tela h 

dilakuka n. L H E AKIP terdiri dari:  

a. L H E AKIP Perang kat  Daerah; dan  

b. LHE AKIP Gabungan. 

L K E AKIP Perang kat Daerah dievaluasi oleh ti m evaluator pada tingkat 1,  

selanjutnya dievaluasi tingkat 2 oleh ti m  panel pada foru m panel. Hasil evaluasi  

oleh tim panel ditua ng kan dala m Berita Acara dan merupakan hasil akhir 

evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang m enjadi dasar nilai LH E AKIP Perang kat  

D aerah. LH E AKIP Perang kat Daerah ditandatanga ni oleh Inspektur Daerah  da n 

disa m paikan kepada  pi m pinan perang kat daerah yang dievaluasi. For m at Berita 

Acara hasil panel sebagai m a na tercantum dala m La m piran IV.  

For m at L H E A KIP Perang kat Daerah, selain bentuk surat (short-form), jug a 

dapat berbentuk bab  yang dikenal deng an bentuk penyajian yang panjang (long- 

form). Secara garis besar, peny us unan L H E AKIP Perangkat D aerah da p at 

disa m paikan seperti berikut:  

1. Pe nda hulua n  

a. Dasar Hukum Evaluasi; 

b. Latar Belakang Evaluasi;  

c. T ujuan Evaluasi;  

d. R ua ng Ling kup Evaluasi;  



 

 

 

e. M etodologi Evaluasi;  

f. Ga m b aran U m u m Instansi Pe m erintah/U nit Kerja; 

g. Ga m b aran U m u m Im ple m e ntasi S AKIP Instansi Pe m erintah/ Unit 

Kerja; dan  

h. Tindak  Lanjut  H asil Evaluasi Ta hun  Sebelu m n ya  (jika  periode 

sebelu m n ya dievaluasi).  

2. Ga m b aran Hasil Evaluasi  

a. K o n disi, berupa  ga m baran  baik m a up un  catatan  kek urangan 

tentang kon disi sebelu m, sesudah, serta  da m pak keberhasilan pada: 

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja; 

2) Evaluasi atas Peng uk uran Kinerja; 

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja; 

4) Evaluasi atas Evaluasi Ak untabilitas Kinerja Internal; dan  

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja. 
 

b. R eko m e n dasi atas catatan kek urang an untuk perbaikan.  

 

3. Pe n utup  

a. Si m p ulan; dan  

b. D orongan terhadap im ple m e ntasi S AKIP yang lebih baik. 

L H E AKIP gabungan m erupaka n ko m p ilasi seluruh L H E AKIP Perang kat  

D aerah ditandatang ani oleh Kepala Daerah ke m udian disa m paika n ke pa d a 

Ke m e nterian P A N R B.  

For m at L H E AKIP gab ungan, selain bentuk surat (short-form), juga dapat 

berbentuk bab yang dikenal deng an bentuk penyajian yang panjang (long-form). 

Secara garis besar, peny us unan L H E AKIP gab ungan dapat disa m paikan seperti  

berikut:  

1. Pe nda hulua n  

a. Dasar Hukum Evaluasi; 

b. Latar Belakang Evaluasi;  

c. T ujuan Evaluasi;  

d. R ua ng Ling kup Evaluasi;  

e. M etodologi Evaluasi;  

f. Ga m b aran U m u m Instansi Pe m erintah D aerah; dan  

g. Ga m b aran U m u m Im ple m e ntasi S AKIP Instansi Pe m erintah  Daerah.  



 

 

 

2. H asil Evaluasi Gab ungan  

K o n disi, berupa  ga m baran  baik m a up un  catatan  kek urangan 

tentang kon disi sebelu m, sesuda h, serta  da m pak keberhasilan pada:  

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja; 

b. Evaluasi atas Peng uk uran Kinerja; 

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja; 

d. Evaluasi atas Evaluasi Ak untabilitas Kinerja Internal; dan  

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja. 
 

3. Pe n utup  

a. Si m p ulan; dan  

b. Saran terhadap i m ple m e ntasi S AKIP yang lebih baik. 



 

 

 

B A B VI 

PENUTUP 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus ma naje m e n kinerja instansi  

pe m erintah/unit kerja. Denga n ditetapka n nya Pedo m a n Evaluasi AKIP ini, 

diharapkan para evaluator dapat m e miliki acua n yang sa m a dala m 

m elaksanakan evaluasi. Na m u n de mikian, diharapkan para evaluator juga da pat  

m e ng g unakan inovasi-inovasi baru, serta dapat me nge m b a n gkan secara terus - 

m e nerus m etode dan teknik evaluasi AK IP yang lebih opti m a l dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dap at  

m e w uj ud kan tujuan  dari im ple m e ntasi S AKIP itu sendiri, yaitu me ning kat n y a  

kinerja instansi pe m erintah/unit kerja serta m e ning katnya akuntabilitas 

instansi pe m erintah/unit kerja terhadap  kinerjanya. 

 
 

B U P A TI B A RIT O TIM U R,  

ttd. 

A M P E R A A.Y. M E B A S  



 

 

 

LAMPIRAN II 

K E P U T US A N B UP A T I BA RIT O 

TI M U R N O M O R 12.a T A H U N 

20 2 3 T E N T A N G  

P E D O M A N EV AL U A SI AK U N T A BILIT AS 

KI N E RJ A INS T A N SI P E M E RI N T A H D A E R A H 

DI LI N G K U N G A N  PEMERINTAH 

K A B U P A T E N B A RITO TI M U R  

 

A. FORMAT PROGRAM KERJA EVALUASI 
 

 
KOP 

 

 

PROGRAM KERJA EVALUASI 
 

A. UMUM 
 

1. Judul PKP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (Evaluasi -AKIP) 

2. N o m or  ............ / .... / ... /20.... 

3. Tanggal ...... 
4. S K P D yang dia w asi Seluruh  SKPD  Se-Kabupaten BARITO 

TIMUR 

5. Sifat Pengawasan Pengawasan Wajib APIP 

6. Periode 
Pengawasan 

Tahun .... 

7. Lama Pengawasan  

 

 

B. DASAR 
 

1. U n d a ng- Un da ng Nom or 23 Tahun 201 4 tentang Pe m erinta ha n 

D aerah;  

2. Peraturan Pe m erintah No m or 12 Tahun  2017 tentang Pe m b inaa n 

dan Penga w asan Penyelenggaraan Pe m erintaha n Daerah;  

3. Peraturan Pe m erintah No m or 13 Tahun  2019 tentang Pelapora n  

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pe m erintahan D aerah;  

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No m or 88 Tahun 2021 tentan g Evaluasi Ak untabilitas  

Instansi Pe m erintah; 

5. Peraturan Bupati B A RIT O TI M U R N o m or........Tahun …..tenta ng  

Pedo m a n Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe m e rinta h 

D aerah Di Ling k ung an Pe m erintah Kab u paten B A RIT O TI M U R.  



 

 

 

C. TUJUAN EVALUASI 

1. T ujuan U m u m untuk me ng etahui sejauh mana AKIP dilaksanak a n  

dala m m e n dorong pening katan pencapaian kinerja yang  tepat 

sasaran dan berorientasi hasil pada lnstansi Pe m erintah.  

2. Tujuan Khusus: 

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 

b. M e nilai tingkat im ple m e ntasi S AKIP;  

c. M e nilai tingkat akun tabilitas kinerja; 

d. M e m b erikan saran perbaikan untuk pening katan AKIP; dan  

e. M e m o nitor tindak lanjut reko m e n dasi hasil evaluasi periode 

sebelu m n ya.  

D. S AS A R A N EV AL U ASI  

M e m p ercepat pelaksanaan Refor m asi Birokrasi unt uk 

m e w uj ud kan pe m erintahan yang bersih dan akuntabel, pe m erintaha n  

yang kapabel, serta  me ning katnya kualitas pelayanan publik kepa d a  

m asyarakat.  

E. R U A N G LIN G K U P  

 
R uang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi: 

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja; 

2. Penilaian pengukuran kinerja; 

3. Penilaian pelaporan kinerja; dan 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

 
F. POLA PELAP O RAN  

Pelaporan disajikan dala m bentuk Bab. 

 
G. METODOLOGI 

Ting kat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara 

Terbatas yaitu evaluasi dengan melak uk an penelaahan dok um e n ata u  

infor masi yang tersedia, konfir masi, pengujian dan analisis terbatas pada 

ko m p o ne n ak untabilitas kinerja. 

Sedang kan m etodologi yang dig unakan dala m evaluasi adala h 

ko m binasi dari metodologi kualitatif dan k uantitatif dengan teknik:  

1. Cheklist Peng u m p ulan Data dan lnfor m asi; 

2. Ko m unikasi melalui Tanya Ja wab Sederhana;  

3. O bservasi; dan  

4. Studi D ok u m e ntasi.  



 

 

 

H. B AT AS AN EV AL UASI 

Pelaksanaan evaluasi ini dibatasi pada aspek-aspek yang tercant u m 

pada ruang ling kup, dan tidak dirancan g untuk me ng ung kap ada ny a  

kec urang an (fraud). 

I. S US U N A N TI M  

Penangg ungja wab  : 

Pengendali Teknis/Supervisor : 

Ketua Ti m  : 

Anggota Tim  : a. 

b. 

c. dst 

 

J. F O K US, IN DI K A T O R, D A N L A N G K A H K E R JA EV AL U ASI  

G una m e ncapai tujua n penga w asan, m a ka diperlukan Fok us, 

Indikator dan Langkah Kerja sebagai pedo ma n operasional sebagaim a na 

terla m pir. 

 
B A RIT O TI M U R,  

 

 
M e n yetujui 

Penanggungjawab 

 

 
………………… 

NIP. ……………… 

 
S upervisor  

 
 
 
 

………………… 

NIP. ……………… 

 
Ketua Tim 

 
 
 
 

………………… 

NIP. ……………… 



 

 

 

B. FORMAT LANGKAH KERJA EVALUASI 

Nomor : …/…/…/ 

Tanggal : …………… 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mempercepat 
pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi  untuk 
mewujudkan 
pemerintahan 
yang bersih dan 
akuntabel, 
pemerintahan 
yang kapabel, 
serta 
meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
kepada 
masyarakat 

1) Penilaian 
kualitas 
perencanaan 
kinerja 

1. Keberadaan 
dokumen 
perencanaan 

2. Kualitas 
dokumen 
perencanaan 
(Standar SMART) 

3. Pemanfaatan 
Perencanan 
Kinerja 

a. Pengujian atas Kebijakan Perencanaan 
Kinerja 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Dapatkan Perbup/Keputusan Bupati tentang 

Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja 
2. Dapatkan dokumen dokumen sbb: 

a. Perencanaan Kinerja jangka Panjang 
b. Dapatkan dokumen perencanaan kinerja 

jangka menengah 
c. Dapatkan dokumen perencanaan pendek 
d. Dapatkan dokumen perencanaan aktivitas 

yang mendukung kinerja (KAK) 
e. Dapatkan dokumen perencanaan 

anggaran yang mendukung kinerja 
(Rencana Anggaran Kas Pertriwulan/ 
Bulanan/ RKO (Rencana Keria 
Operasional) 

3. Hitung jumlah dokumen yang ada / tersedia 
4. Lakukan wawancara/ konfirmasi/ klarifikasi 
5. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kriteria 
yang ada 

6. Buat simpulan 

1.1- 
1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

.... hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 
(…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    b. Pengujian atas kualitas dokumen 

Perencanaan Kinerja. 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Pastikan Perencanaan Kinerja telah 

diformalkan 
2. Pastikan Perencanaan Kinerja telah 

dipublikasikan secara tepat waktu 
3. Pastikan dokumen Perencanaan Kinerja 

telah menggambarkan kebutuhan atas 
kinerja sebenarnya yang perlu dicapai 

4. Pastikan rumusan Hasil (tujuan / Sasaran) 
telah jelas menggambarkan kondisi kinerja 
yang akan dicapai 

5. Cermati dan pastikan Ukuran Keberhasilan 
(Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria 
SMART 

6. Cermati dan pastikan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi 
Kinerja Utama yang harus dicapai tertuang 
secara berkelaniutan (sustainable tidak 
sering diganti dalam 1 periode perencanaan 
strategis) 

7. Pastikan target yang telah ditetapkan dalam 
Perencanaan Kinerja dapat dicapai 
(achievable), menantang dan realitis 

8. Pastikan setiap dokumen Perencanaan 
Kinerja menggambarkan hubungan yang 
berkesinambungan, serta selaras antara 
kondisi / Hasil yang akan dicapai disetiap 
level jabatan (cascading) 

9. Pastikan Perencanaan Kinerja dapat 
memberikan informasi tentang hubungan 
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas 
antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain 
yang berkaitan (crosscutting) 

1.2- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ...................... ) 

2. Ketua    Tim 

(....................... ) 

3. Anggota 

(…………...) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    10. Pastikan setiap unit/ satuan kerja 
merumuskan dan menetapkan 
Perencanaan Kinerja 

11. Pastikan setiap pegawai merumuskan dan 
menetapkan Perencanaan Kinerja 

12. Hitung jumlah dokumen yang ada/ tersedia 
13. Lakukan wawancara/ konfirmasi/ 

klarifikasi 
14. Lakukan analisis 
15. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Keria Evaluasi (LKE) dengan kriteria 
yang ada 

16. Buat simpulan 

    

    c. Pengujian atas pemanfaatan Perencanaan 
Kinerja 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Pastikan anggaran yang ditetapkan telah 

mengacu pada kinerja yang ingin dicapai 
2. Pastikan aktivitas yang dilaksanakan telah 

mendukung kinerja yang ingin dicapai 
3. Pastikan target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan 
baik, atau setidaknya masih on the right 
track 

4. Pastikan rencana aksi kinerja dapat berjalan 
dinamis karena capaian kinerja selalu 
dipantau secara berkala 

5. Pastikan terdapat perbaikan/ 
penyempurnaan Dokumen Perencanaan 
Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil 
yang lebih baik 

6. Pastikan setiap unit / satuan kerja 
memahami dan peduli, serta berkomitment 
dalam mencapai kinerja yang telah 
direncanakan 

1.3- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ...................... ) 

2. Ketua    Tim 

(....................... ) 

3. Anggota 

(…………..) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    7. Pastikan setiap pegawai memahami dan 
peduli, serta berkomitment dalam mencapai 
kinerja yang telah direncanakan 

8. Hitung jumlah dokumen yang ada/ tersedia 
9. Lakukan wawancara/konfirmasi/ 

klarifikasi 
10. Lakukan analisis. 
11. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kriteria 
yang ada 

12. Buat simpulan 

    

  2) Penilaian 
pengukuran 
kinerja 

1. Keberadaan 
kebijakan 
pengukuran 
kinerja 

2. Kualitas 
pengukuran 
secara efektif 
dan efisien 
secara 
berjenjang 
dan 
berkelanjutan 

3. Pemanfaatan 
Pengukuran 
Kinerja 
sebagai Dasar 
Reward and 
Punishment 

a. Pengujian atas Kebijakan dalam Pengukuran 
Kinerja 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Dapatkan pedoman teknis pengukuran 

kinerja 
2. Pastikan dalam pedoman teknis tersebut 

terdapat Definisi Operasional yang jelas atas 
kinerja dan cara mengukur indikator kinerja 

3. Pastikan terdapat mekanisme yang jelas 
terhadap pengumpulan data kinerja yang 
dapat diandalkan. 

4. Hitung jumlah dokumen yang ada / tersedia 
5. Lakukan wawancara /konfirmasi / klarifikasi 
6. Lakukan analisis 
7. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kriteria 
yang ada 

8. Buat simpulan 

2.1- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 

    b. Pengujian atas Kualitas Pengukuran Kinerja 
 

Langkah-langkahnya: 
1. Pastikan pimpinan selalu terlibat sebagai 

pengambil keputusan (Decision Maker) 
dalam mengukur capaian kinerja 

2.2- 

1/No. PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    2. Pastikan data kinerja yang dikumpulkan 
telah relevan untuk mengukur capaian 
kinerja yang diharapkan 

3. Pastikan data kinerja yang dikumpulkan 
telah mendukung capaian kinerja yang 
diharapkan 

4. Pastikan pengukuran kinerja telah 
dilakukan secara berkala 

5. Pastikan setiap level organisasi 
melakukan pemantauan atas pengukuran 
capaian kinerja unit dibawahnya secara 
berjenjang 

6. Pastikan pengumpulan data kinerja telah 
memanfaatkan Teknologi lnformasi 
(Aplikasi) 

7. Pastikan pengukuran capaian kinerja 
telah memanfaatkan Teknologi lnformasi 
(Aplikasi) 

8. Hitung jumlah dokumen yang ada / 
tersedia 

9. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

10. Lakukan analisis 
11. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
dengan kriteria yang ada 

12. Buat simpulan 

   (…………….) 

    c. Pengujian atas Pemanfaatan Pengukuran 
Kinerja 

 

Langkah-langkahnya: 
1. Pastikan Pengukuran Kinerja telah 

menjadi dasar dalam penyesuaian 
(pemberian/pengurangan) tunjangan 
kinerja / penghasilan 

2. Pastikan Pengukuran Kinerja telah 
menjadi dasar dalam penempatan/ 
penghapusan Jabatan baik struktural 

2.3- 

1/No. PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    maupun fungsional 
3. Pastikan pengukuran kinerja telah 

mempengaruhi penyesuaian (refocusing) 
Organisasi 

4. Pastikan pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja 

5. Pastikan pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian kebijakan 
dalam mencapai kinerja 

6. Pastikan pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian aktivitas 
dalam mencapai kinerja 

7. Pastikan pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi penyesuaian anggaran 
dalam mencapai kinerja 

8. Pastikan terdapat efisiensi atas 
penggunaan anggaran dalam mencapai 
kineria 

9. Pastikan setiap unit/satuan kerja telah 
memahami dan peduli atas hasil 
pengukuran kinerja 

10. Pastikan bahwa setiap pegawai telah 
memahami dan peduli atas hasil 
pengukuran kinerja 

11. Hitung jumlah dokumen yang ada/ 
tersedia 

12. Lakukan wawancara/ konfirmasi/ 
klarifikasi 

13. Lakukan analisis 
14. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

15. Buat simpulan 

    



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  3) Penilaian 
pelaporan kinerja 

1. Keberadaan 
dokumen 
Laporan 
Kinerja 

2. Kualitas 
Laporan telah 
sesuai dengan 
Standar 

3. Pemanfaatan 
Laporan 
Kinerja telah 
memberikan 
dampak dalam 
penyesuaian 
strategi/ 
Kebijakan 

a. Pengujian Atas Dokumen Laporan Kinerja 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah disusun 
2. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah disusun secara berkala 
3. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah diformalkan 
4. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah direviu 
5. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah dipublikasikan 
6. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah disampaikan tepat waktu 
7. Hitung jumlah dokumen yang ada / 

tersedia 
8. Lakukan   wawancara   /    konfirmasi / 

klarifikasi 
9. Lakukan analisis 

10. Lakukan penilaian dalam template excel 
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

11. Buat simpulan 

3.1- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

... hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 

    b. Pengujian atas kualitas dokumen Laporan 
Kinerja 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah disusun secara berkualitas 
sesuai dengan standar 

2. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 
Kinerja telah mengungkap seluruh 
informasi tentang pencapaian kinerja 

3. Cermati dan pastikan Laporan Kinerja 
telah menginformasikan perbandingan 

3.2- 
2/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

…hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    realisasi kinerja dengan target tahunan 
4. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 

Kinerja telah menginformasikan 
perbandingan realisasi kinerja dengan 
target jangka menengah 

5. Cermati dan pastikan Laporan Kinerja 
telah menginformasikan perbandingan 
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 
tahun• tahun sebelumnya 

6. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 
Kinerja telah menginformasikan 
perbandingan realisasi kinerja dengan 
realisasi kinerja di level nasional / 
internasional (Benchmark Kinerja) 

7. Cermati dan pastikan dokumen Laporan 
Kinerja telah menginformasikan kualitas 
atas capaian kinerja beserta upaya nyata 
dan/ atau hambatannya 

8. Cermati dan pastikan dokumen laporan 
kinerja telah menginfokan upaya 
perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke 
depan (rekomendasi perbaikan kinerja) 

9. Hitung jumlah dokumen yang ada/ 
tersedia 

10. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

11. Lakukan analisis dalam template excel 
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

12. Buat simpulan 

    

    c. Pengujian atas pemanfaatan Pelaporan 
Kinerja. 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Cermati dan pastikan bahwa informasi 

dalam laporan kinerja selalu menjadi 
perhatian utama pimpinan 

3.3- 
1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

…hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    (bertanggungjawab) 
2. Cermati dan pastikan penyajian informasi 

dalam laporan kinerja menjadi kepedulian 
seluruh pegawai 

3. Cermati dan pastikan informasi dalam 
laporan kinerja berkala telah digunakan 
dalam penyesuaian aktivitas untuk 
mencapai kinerjanya 

4. Cermati dan pastikan Informasi dalam 
laporan kinerja berkala telah digunakan 
dalam penyesuaian penggunaan anggaran 
untuk mencapai kinerja 

5. Cermati dan pastikan informasi dalam 
laporan kinerja telah digunakan dalam 
evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja 

6. Cermati dan pastikan informasi dalam 
laporan kinerja telah digunakan dalam 
penyesuaian perencanaan kinerja yang 
akan dihadapi berikutnya 

7. Cermati dan pastikan informasi dalam 
laporan kinerja selalu mempengaruhi 
perubahan budaya kinerja organisasi 

8. Hitung jumlah dokumen yang ada/ 
tersedia 

9. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

10. Lakukan analisis 
11. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

12. Buat simpulan 

   (…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  4) Penilaian evaluasi 
akuntabilitas 
kinerja internal 

1. Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja Internal 
telah 
dilaksanakan 

2. Kualitas 
Evaluasi  telah 
sesuai 
ketentuan 

3. Hasil Evaluasi 
telah 
diimplementasi 
kan dan 
memberikan 
dampak. 

a. Pengujian atas kebijakan evaluasi 
akuntabilitas Kinerja Internal 

 
Langkah-langkahnya: 
1. Dapatkan dan pastikan pedoman teknis 

evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal 
2. Cermati dan pastikan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan pada seluruh unit kerja / 
perangkat daerah 

3. Cermati dan pastikan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerjalnternal telah 
dilaksanakan secara berjenjang 

4. Hitung jumlah dokumen yang ada / 
tersedia 

5. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

6. Lakukan Analisis 
7. Lakukan penilaian dalam template 

excel Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada. 

8. Buat simpulan 

4.1- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

…hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(………….) 

    b. Pengujian atas kualitas Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal 

 
Langkah-langkahnya : 
1. Cermati dan pastikan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan sesuai standar 

2. Cermati dan pastikan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan oleh SDM yang memadai 

3. Cermati dan pastikan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan dengan pendalaman yang 
memadai 

4.2- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

…hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    4. Cermati dan pastikan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan pada seluruh unit kerja / 
perangkat daerah 

5. Cermati dan   pastikan Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal telah 
dilaksanakan  menggunakan 
Teknologi Informasi (Aplikasi) 

6. Hitung jumlah dokumen yang ada / 
tersedia 

7. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

8. Lakukan analisis 
9. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

10. Buat Kesimpulan 

    

1    c. Pengujian atas pemanfaatan hasil evaluasi 

Langkah-langkahnya : 
1. Cermati dan pastikan seluruh rekomendasi 

atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 
internal telah ditindaklanjuti 

2. Cermati dan pastikan telah terjadi 
peningkatan implementasi SAKIP dengan 
melaksanakan tindaklanjut atas 
rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja instansi 

3. Cermati dan pastikan hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal telah 
dimanfaatkan untuk perbaikan dan 
peningkatan akuntabilitas kinerja 

4. Cermati dan pastikan hasil dan evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal telah 
dimanfaatkan dalam mendukung 
efektivitas dan efisiensi kinerja 

4.3- 

1/No.PKP 

Perangkat 
Daerah 

…hari 1. Supervisor 

( ....................... ) 

2. Ketua     Tim 

( ....................... ) 

3. Anggota 

(…………….) 



 

 
 

N0 Sasaran 
Pengawasan 

Fokus/Ruang 
Lingkup Pengawasan 

Indikator Langkah Kerja Nomor 
Langkah Kerja 

Obyek 
pengawasan 

Lama 
(hari) 
penga 
wasan 

Pelaksana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    5. Cermati dan pastikan telah terjadi 
perbaikan dan peningkatan kinerja dengan 
memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal 

6. Hitung jumlah dokumen yang ada / 
tersedia 

7. Lakukan wawancara / konfirmasi / 
klarifikasi 

8. Lakukan analisis 
9. Lakukan penilaian dalam template excel 

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan 
kriteria yang ada 

10. Buat simpulan 

    

 
  BARITO TIMUR,……………… 

Menyetujui 
Penanggungjawab 

Supervisor Ketua Tim 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

NIP. ………… NIP. ………… NIP. ………… 

 

 

BUPATI BARITO TIMUR, 

ttd. 

 

AMPERA A.Y. MEBAS 



 

LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO 

TIMUR NOMOR 12.a TAHUN 

2023 TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BARITO TIMUR 

 
FORMAT KERTAS KERJA 

 
A. FORMAT KERTAS KERJA KEBIJAKAN 

 
KOP 

 

 
 

KOP 

Disusun oleh / Tanggal 

.......... 

Paraf…………(Anggota Tim) 

Direviu oleh / Tanggal 

........................... 

Paraf…………(Ketua Tim) 

Disetujui oleh / Tanggal 

............................ 

Paraf ............... (Supervisor Tim) 

KERTAS KERJA KEBIJAKAN 

No.1.1. 

 

 
Langkah Kerja Evaluasi Pengujian atas Kebijakan dalam 

Perencanaan Kineria 

 
A. Uraian 

 
Dokumen Pendukung 

Hasil Evaluasi 

Ada Tidak 

Ada 

1. Terdapat  pedoman 

teknis perencanaan 

kinerja 

Perbup No....Tgl....   

2. Terdapat dokumen 

perencanaan kinerja 

jangka panjang 

Misal Perda Grand 

Desain Reformasi 

Birokrasi No... Tgl... 

  

3. Terdapat dokumen 

perencanaan  kinerja 

jangka menengah 

Misal Renstra OPD ..   



 

 

4. Terdapat dokumen 

perencanaan  kinerja 

jangka pendek 

Misal  Renja  OPD Tahun 

2023 

  

5. Terdapat  dokumen 

perencanaan aktivitas 

yang mendukung 

kinerja 

Misal Kerangka Acuan 

Kerja Kegiatan ... 

  

6. Terdapat  dokumen 

Perencanaan Anggaran 

yang mendukung 

kinerja 

Misal RKA/DPA/RKO   

B. Hasil Penilaian 

B.1. Jumlah jawaban ada 

/ ya dibagi jumlah 

indikator dikalikan 

100% 

.................... 
 

X 100 
= ..... 

% ....................... 

B.2. Hasil wawancara Telah dipertahankan 

dalam setidaknya 5 

tahun terakhir 

Telah 

dipertahankan 

dalam 

setidaknya 1 

tahun 

terakhir 

    

C. Kriteria Penilaian    

AA = 100, jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah 

dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir 

A = 90, jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah 

dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir 

BB = 80, jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai 

mandat kebijakan nasional 

B = 70, jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 

100%) 

CC = 60, jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 

75%) 

C = 50, jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25 % - 

50%) 



 

 

D = 30, jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai 

dipenuhi (> 0% - 25%) 

E = 0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria 

penilaian akuntabilitas kinerja 

C. KESIMPULAN 

Hasil Penilaian yang harus 

diinput ke dalam template 

LKE Excel adalah 

…..AA misalnya   

Catatan reviu dari Supervisor/ 

Ketua Tim 

 
 

 
Nama 

NIP 

BARITO TIMUR, ……………. 

Evaluator 

 
 
 
 

Nama 

NIP 



 

B. FORMAT KERTAS KERJA KUALITAS 

 
KOP 

 

 
 
 
 

KOP 

Disusun oleh / Tanggal 

.......... 

Paraf .................. (Anggota Tim) 

Direviu oleh / Tanggal 

........................... 

Paraf ................(Ketua Tim) 

Disetujui oleh / Tanggal 

............................ 

Paraf ....................... (Supervisor Tim) 

KERTAS KERJA KUALITAS PERENCANAAN 

KINERJA 

No.1.2. 

 

 
Langkah Kerja Evaluasi Penilaian Atas Kualitas Perencanaan Kinerja 

 
A. Uraian 

 
Dokumen Pendukung 

Hasil Evaluasi 

Ya Tidak 

1. Dokumen Perencanaan 

Kinerja telah diformalkan 

Perda No....Tgl  atau  Perbup 

No....Tgl atau SK No... 

Tgl.... 

  

2. Dokumen Perencanaan 

Kinerja  telah 

dipublikasikan tepat 

waktu 

Fotokopi atau Bukti Foto 

Kegiatan………atau 

Screenshoot atau bukti lain 

yang relevan 

  

  
ANALISIS 

Hasil Evaluasi 

 Ya Tidak 

3.  Dokumen Perencanaan 

Kinerja  telah 

menggambarkan 

kebutuhan atas kinerja 

sebenarnya yang perlu 

dicapai 

-   

4. Kualitas Rumusan Hasil 

(Tujuan/ Sasaran) telah 

jelas menggambarkan 

kondisi kinerja yang 

akan dicapai 

-   



 

 

5.   Ukuran Keberhasilan 

Indikator Kinerja telah 

memenuhi kriteria SMART 

lndikator:                       a

 ................... (SMART/Tdk) 

b........... 

c….Dst 

  

6. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) telah 

menggambarkan kondisi 

Kinerja Utama  yang 

harus dicapai, tertuang 

secara berkelanjutan 

(sustainable, tidak 

diganti dalam 1 periode 

Perencanaan) 

SK/Perbup perubahan IKU 

No...tgl….. 

  

7. Target yang ditetapkan 

dalam Perencanaan 

Kinerja dapat dicapai 

(achievable), menantang, 

dan realistis 

a. Indikator 

.........dengan target …....... 

• Dapat  dicapai  Y/T 

• Menantang Y/T 

• Realistis Y/T 

b. Indikator 

………dengan target …….... 

• Dapat dicapai  Y/T 

• Menantang Y/T 

• Realistis Y/T 

Dstnya 

  

8.   Setiap  dokumen 

Perencanaan   Kinerja 

menggambarkan 

hubungan     yang 

berkesinambungan, serta 

selaras antara kondisi / 

hasil yang akan dicapai 

disetiap level  jabatan 

(cascading) 

Ada dokumen cascading   

9.   Perencanaan   Kinerja 

dapat memberikan 

informasi  tentang 

hubungan  kinerja, 

strategi, kebijakan 

bahkan    aktivitas    antar 

   



 

 

bidang /dengan tugas dan 

fungsi lain yang berkaitan 

(Crosscutting) 

   

10. Setiap unit/satuan kerja 

merumuskan dan 

menetapkan Perencanaan 

Kinerja 

-   

11.  Setiap pegawai 

merumuskan  dan 

menetapkan Perencanaan 

Kinerja 

Bukti semua pegawai 

memiliki SKP 

  

B. Hasil Penilaian 

B.l.Jumlah jawaban Ya 

dibagi jumlah indikator 

dikalikan 100% 

……………………  
X 100 

= 

....100 

%... 

…………………… 

B.2.Hasil wawancara    

 1. Ada Upaya Inovatif, 

yaitu…… 

Ada Tidak 

 2. Upaya  lnovatif   yang   juara 

tingkat nasional……. 

Ada Tidak 

 3. Upaya inovatif lainnya…..   

C. KRITERIA PENILAIAN    

M = 100, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya 

inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional 

A = 90, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa 

upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut 

BB  =  80,  Jika  kualitas  seluruh  kriteria  telah  terpenuhi  (100%)  sesuai  mandat 

kebijakan nasional 

B = 70, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%) 

CC = 60, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%) 

C = 50, Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25 % - 50%) 

D = 30, Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%) 

E = 0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian 

akuntabilitas kinerja 



 

 

D.KESIMPULAN 

Hasil penilaian yang harus 

diinput kedalam template 

Excel LKE adalah 

………………… 

……… (Misal M)   

Catatan Reviu dari Supervisor/ 

Ketua Tim 

BARITO 

TIMUR, 

Evaluator 

 

Nama 

NIP 

 

Nama 

NIP 



 

C. FORMAT KERTAS KERJA PENDUKUNG 

 
KOP 

 

 
 

KOP 

Disusun oleh / Tanggal 

.......... 

Paraf .................. (Anggota Tim) 

Direviu oleh / Tanggal 

........................... 

Paraf ............... (Ketua Tim) 

Disetujui oleh / Tanggal 

............................ 

Paraf ............... (Supervisor Tim) 

KERTAS KERJA PENDUKUNG 

No.1.3. 

 

 
Langkah Kerja Evaluasi Pengujian atas Pemanfaatan Perencanaan 

Kinerja 

 
A. Uraian 

Dokumen Pendukung 

dan Analisis 

Hasil Evaluasi 

Ya Tidak 

1. Anggaran yang telah 

ditetapkan telah mengacu 

pada kinerja yang ingin dicapai 

Analisis DPA   

2. Aktivitas yang dilaksanakan 

telah mendukung kinerja yang 

ingin dicapai 

Analisis rincian DPA   

3. Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Kinerja telah 

dicapai dengan baik, atau 

setidaknya masih on the right 

track 

a. lndikator ........ 

• Target= ...... 

• Realisasi = ...... 

• Capaian Kinerja =…… 

b. Indikator ........ 

• Target= ...... 

• Realisasi = ...... 

• Capaian Kinerja =…… 

  

 
c. Dstnya. 

4. Rencana  aksi   kinerja  dapat Fotokopi bukti   

berjalan dinamis karena pemantauan atau 

capaian kinerja selalu mekanisme pemantauan 

dipantau secara berkala  



 

 

5. Terdapat perbaikan / 

penyempurnaan dokumen 

Perencanaan Kinerja yang 

ditetapkan dari hasil analisis 

perbaikan  kinerja 

sebelumnya 

Fotokopi Renja tahun 

yang lalu dengan tahun 

ini sebagai bukti 

perbaikan atau surat 

keterangan 

  

6. Terdapat perbaikan / 

penyempurnaan dokumen 

perencanaan Kinerja dalam 

mewujudkan kondisi / hasil 

yang lebih baik 

Fotokopi Renja tahun 

yang lalu dengan tahun 

ini sebagai bukti 

perbaikan 

  

7. Setiap unit/ satuan kerja 

memahami dan peduli serta 

berkomitmen dalam 

mencapai kinerja yang telah 

direncanakan 

Fotokopi Pakta Integritas 

atau adanya Maklumat 

Pelayanan 

  

8. Setiap pegawai memahami 

dan  peduli,  serta 

berkomitmen dalam 

mencapai  kinerja  yang  telah 

direncanakan 

Fotokopi Pakta Integritas 

atau Fotokopi Perjanjian 

Kinerja dari masing- 

masing pegawai 

  

B. Hasil Penilaian    

B.1.Jumlah jawaban ya dibagi 

jumlah indikator dikalikan 

100% 

····················  
X 100 

 
=...100 

% ... 

B.2.Hasil wawancara    

 1. Ada Upaya  Inovatif, 

yaitu ............. 

Ya Tidak 

 2. Upaya Inovatif yang 

juara tingkat 

nasional .... 

Ya Tidak 

 3. Upaya inovatif 

lainnya… 

Ya Tidak 

 

C.Kriteria Penilaian 

AA = 100, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat 

upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional 

A = 90, Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat 

beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut 



 

 

BB =  80,  Jika  kualitas  seluruh  kriteria  telah  terpenuhi  (100%)  sesuai 

mandat kebijakan nasional 

B = 70, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%) 

CC = 60, Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%) 

C = 50, Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25 % - 50%) 

D = 30, Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi 

(>0% - 25%) 

E = 0, jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian 

akuntabilitas kinerja 

D.KESIMPULAN 

Hasil penilaian yang harus diinput 

kedalam template Excel LKE 

adalah…….. 

......AA (misalnya)   

Catatan Reviu dari Supervisor/ Ketua Tim BARITO TIMUR, ........ 

 Evaluator 

 

 
Nama 

 

 
Nama 

NIP NIP 

 

 

BUPATI BARITO TIMUR, 
 

ttd. 
 

AMPERA A.Y. MEBAS 



 

 

 

LAMPIRAN IV 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 

12.a TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 

 
 
 

A. FORMAT LEMBAR HASIL EVALUASI 

No Komponen/Sub 
Komponen/Kriteria 

Bobot 
Unit/Satker 

Catatan Daftar 
Evidence Jawaban Nilai 

1 PERENCANAAN KINERJA 30.00  
0 

  

1.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia  
6.00 

 Belum Diisi   

Kriteria:   

1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja 

2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang 

3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah 

4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek 

5 Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja 

6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja 

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang 
baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang 
SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level 
secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain 
(Crosscutting) 

 

9.00 

  
Belum Diisi 

  

Kriteria:   

1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan 

2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu 

3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang 
perlu dicapai 

  



 

No Komponen/Sub 
Komponen/Kriteria 

Bobot 
Unit/Satker 

Catatan Daftar 
Evidence Jawaban Nilai 

4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan 
dicapai 

  

5 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART   

6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, 
tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan 
Strategis) 

  

7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan 
realistis 

  

8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta 
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) 

  

9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, 
bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) 

  

10 Setiap Unit/ Satuan Kerja merumuskan dan menetapkan Kinerja   

11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja   

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan 
hasil yang berkesinambungan 

15.00  Belum Diisi   

Kriteria   

1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai   

2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai   

3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya 
masih on the right track 

  

4 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala   

5 Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil 
analisis perbaikan kinerja sebelumnya 

  

6 Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan 
kondisi/hasil yang lebih baik 

  

7 Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

  

8 Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah 
direncanakan 

  

2 PENGUKURAN KINERJA 30.00  0   

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6.00  Belum Diisi   

1 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja   

2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja   



 

 
 

No Komponen/Sub 
Komponen/Kriteria 

Bobot 
Unit/Satker 

Catatan Daftar 
Evidence Jawaban Nilai 

3 Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.   

2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam 
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah 
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 

 
9.00 

  
Belum Diisi 

  

1 Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian 
kinerja 

  

2 Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan   

3 Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan   

4 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala   

5 Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya 
secara berjenjang 

  

6 Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi lnformasi (Aplikasi)   

7 Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)   

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar  dalam pemberian 
Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam 
mencapai kinerja yang efektif dan efisien 

 
15.00 

  
Belum Diisi 

  

1 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 
kinerja/penghasilan 

  

2 Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural 
maupun fungsional 

  

3 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi   

4 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja   

5 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja   

6 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja   

7 Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja   

8 Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja   

9 Setiap unit/ satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja   

10 Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja   

3 PELAPORAN KINERJA 15.00  0   

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja 3.00  Belum Diisi   

1 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun   

2 Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala   

3 Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan   

4 Dokumen Laporan Kinerja telah direviu   



 

 
 

No Komponen/Sub 
Komponen/Kriteria 

Bobot 
Unit/Satker 

Catatan Daftar 
Evidence Jawaban Nilai 

5 Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan   

6 Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu   

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar 

menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi 
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ 
penyempurnaannya 

 
4.5 

  
Belum Diisi 

  

1 Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar   

2 Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja   

3 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan   

4 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka 
menengah 

  

5 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi 
kinerja tahun-tahun sebelumnva 

  

6 Dokumen Laporan  Kinerja  telah  menginfokan  perbandingan  realisasi  kinerja  dengan  realisasi 
kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) 

  

7 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata 
dan/ atau hambatannya 

  

8 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam 
mencapai kinerja 

  

9 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke 
depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

  

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar 
dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai 
kinerja berikutnya 

 
7.50 

 Belum Diisi   

1 Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)   

2 Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai   

3 Informasi dalam  laporan  kinerja  berkala  telah  digunakan  dalam  penyesuaian  aktivitas  untuk 
mencapai kinerja 

  

4 Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran 
untuk mencapai kinerja 

  

5 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja   

6 Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kineria yang 
akan dihadapi berikutnya 

  

7 Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi   



 

 
 

No Komponen/Sub 
Komponen/Kriteria 

Bobot 
Unit/Satker 

Catatan Daftar 
Evidence Jawaban Nilai 

4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25.00  0   

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5.00  Belum Diisi   

1 Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal   

2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat 
daerah 

  

3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang   

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai 

7.5  Belum Diisi   

1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar   

2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai   

3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai   

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat 
daerah 

  

5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi 
(Aplikasi) 

  

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan 
yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja 

12.5  Belum Diisi   

1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti   

2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kineria internal 
  

3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja 

  

4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas 
dan efisiensi kinerja 

  

5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal 

  



B.  FORMAT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS 

KINERJA DINAS ..........KAB...... 
TAHUN 20 .... 

 
 

 
No Komponen/ Sub 

Komponen/Kriteria 

 
Bobot 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

20.... 20.... 

1 Perencanaan Kinerja 30.00  0.00 

2 Pengukuran Kinerja 30.00  0.00 

3 Pelaporan  Kinerja 15.00  0.00 

4 Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

25.00  0.00 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum 
Input 

0.01 

 AA D 

 
 

No Catatan 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

No Rekomendasi 

1  

2  

3  

4  

5  



C. FORMAT BERITA ACARA FORUM PANEL 

 

 
 

BERITA ACARA FORUM PANEL 

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN…… 

 

 
Pada hari,…..bulan…..Tahun…..Berdasarkan Keputusan Bupati 

BARITO TIMUR…..Nomor…..Tahun…..tentang…..Tim Panel telah 

melakukan forum panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten BARITO TIMUR 

Tahun…..dengan capaian nilai….. 

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: 
 
 

 

No 

 
Nama 

Perangkat 
Daerah 

Nilai Komponen/Sub Komponen/Kriteria Nilai 
Perencanaan 

Kinerja 
Pengukuran 

Kinerja 
Pelaporan 

Kinerja 
Evaluasi 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Internal 

1.       

2.       

3.       

dst       

Nilai Hasil Evaluasi  

Tingkat Akuntabilitas Kinerja  

 

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh Tim Panel disaksikan dan diketahui 

oleh pimpinan evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten BARITO TIMUR. 

Tim Panel 
 
 

Nama ……. 

NIP 

Nama …… 

NIP 

Nama ………… 

NIP 

 

Menyetujui 
Inspektur Daerah 

Kabupaten BARITO 
TIMUR 

 
 

……………….. 
NIP. ………… 

 

BUPATI BARITO TIMUR, 
 

ttd. 
 

AMPERA A.Y. MEBAS 



 

 
 
 
 

LAMPIRAN V 

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  

NOMOR 12.a TAHUN 2023 TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 

TIMUR 

 
BENTUK PEMBINAAN, KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI 

HASIL EVALUASI AKIP 

 
A. BENTUK PEMBINAAN 

Bentuk-bentuk pembinaan dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh 

Bagian Organisasi adalah: 

1. Sosialisasi, bimtek, FGD penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJiP) dari masing-masing Perangkat Daerah; 

2. Fasilitasi reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) masing-masing Perangkat Daerah; dan 

3. Pengkajian dan penelitian terkait bukti dukung kriteria evaluasi AKIP 

dari masing-masing komponen AKIP. 

 
B. BENTUK KOORDINASI 

Bentuk-bentuk koordinasi dalam SAKIP yang dapat dilakukan oleh 

BAPPEDA adalah: 

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan; 

2. Memastikan indikator SAKIP masuk dalam dokumen perencanaan 

OPD; dan 

3. Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja SAKIP. 

 
C. BENTUK PEMANTAUAN, DAN SUPERVISI 

Bentuk-bentuk pemantauan dan supervisin dalam SAKIP yang dapat 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah: 

1. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP; 

2. Perangkat Daerah dan AKIP Pemerintah Daerah; 

3. Supervisi/ pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil 

evaluasi AKIP Pemda; dan 

4. Pemantauan atas pelaporan hasil evaluasi AKIP. 

 

BUPATI BARITO TIMUR, 
 

ttd. 
 

AMPERA A.Y. MEBAS 




